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ABSTRA

K 

: bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan 

bebas dari unsur korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mewujudkan integritas 

penyelenggara negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Ketapang, perlu diatur pengendalian terhadap gratifikasi dengan membentuk Unit 

Pengendalian Gratifikasi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Ketapang tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang 

   

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang ini adalah : 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih 

dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4150); Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 

tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan 

Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 

2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122); Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 

2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari 

Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 10 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671); 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Unit Pengendali 

Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 1695); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6832); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 

Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 984); 



 

  Dalam Keputusan KPU Kabupaten Ketapang Nomor 03 Tahun 2023 

menetapkan : 

1. Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Tentang 
Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi pemilihan Umum Kabupaten 
Ketapang. 

2. Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, 
memiliki susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I 
Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 

3. Anggota Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum 
KEDUA, mempunyai tugas, dan wewenang serta fungsi sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Keputusan ini. 

4. Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, wajib 
menyampaikan laporan Rekapitulasi Penanganan dan Tindaklanjut Pelaporan 
Penerimaan, Penolakan dan Pemberian Gratifikasi dengan menggunakan formulir 
PG-5 kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum secara berkala setiap 3 
(tiga) bulan. 

5. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 

 

CATATAN : a. Keputusan KPU Kabupaten Ketapang ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 16 
Januari  2023. 

b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor : 03 Tahun 
2023 Tentang Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten Ketapang. 
  c. Lampiran 4 halaman. 


